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B. Saran 
 

1. Penunjukan Notaris Pengganti sebaiknya dilakukan oleh Organisasi 

Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia karena pihak 

organisasi tentunya lebih mengenal anggotanya, sehingga 

Notaris Pengganti yang ditunjuk benar-benar diketahui 

kemampuannya. 

2. Kepada    Pemerintah    hendaknya    menetapkan    persyaratan 

pengangkatan Notaris Pengganti sama dengan persyaratan untuk 

seseorang diangkat menjadi Notaris, mengingat tugas, tanggung 

jawab  dan  kewenangan  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  adalah 

sama.
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